
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Open
 
Kedudukan sekretariat negara dalam pengelolaan tanah hak pengelolaan
melalui badan layanan umum pusat pengelolaan Komplek Gelora Bung
Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
Rizki Dwianda Rildo, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20273559&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, Negara dapat memberikan kewenangan kepada organ negara

untuk mengelola aset negara melalui penyerahan wewenang. Kementerian Sekretariat Negara merupakan

salah satu organ negara yang diberikan hak untuk mengelola aset negara dalam bentuk tanah melalui Hak

Pengelolaan. BLU (Badan Layanan Umum) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan BLU

Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran adalah satuan kerja di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang

mempunyai tugas khusus yaitu mengelola tanah HPL di wilayah Senayan dan Kemayoran. Dalam

prakteknya, pengelolaan aset negara tersebut menemukan kendalanya masing-masing baik yang berasal dari

pihak ketiga maupun faktor eksternal seperti masyarakat. Penulisan ini memuat tentang kendala yang

dialami oleh kedua BLU dan bagaimana kendala tersebut diatasi. Melalui penelitian hukum normatif

ditambah dengan wawancara bersama pihak terkait, penulis menemukan beberapa fakta mengenai kasus dan

cara penyelesaiannya oleh BLU terkait. Hasil Penelitian membuktikan adanya landasan hukum yang sah

mengenai posisi Sekretariat Negara dalam mengelola tanah-tanah HPL. Adanya permasalahan yang timbul

dalam pelaksanaan penguasaan dan penggunaan tanah-tanah HPL sebagian telah selesai dan pada kasus

Yaporti hingga saat penelitian ini dilakukan masih belum terselesaikan.

<hr>

<b>Abstract</b><br> 

From Administrative Law perspective, the State has the ability in giving authorities to its organ through

decentralization. State Secretary Ministry is one of the State's organ which given the right to manage lands

national asset through Management Right (Hak Pengelolaan/HPL). Gelora Bung Karno Complex

Management Center and Kemayoran Complex Management Center are Public Services Agencies (Badan

Layanan Umum/BLU). Both of them are working units and State Secretary Ministry's subordinates, which

having same specific duty managing management right in Senayan and Kemayoran. In its implication, land

national management asset found their problems itself, either they came from third party in agreement or

external factor such as society. This thesis shows Public Services Agencies' problems and the way they try

to solve them. The writer has found some facts and problem solving by Public Services Agencies related

through normative research and having some interviews. Research results does prove that The State

Secretary has legitimation under law and regulation to manage over Management Right lands. Also has been

found that dispute happened through lands are settled and on Yaporti case still not overcome. 
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